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BORANG AJUAN PENELITIAN SKRIPSI 

 
A. Judul Skripsi: 

Pengembangan Etika Demokrasi melalui Integrasi Open Classrrom Climate dan Flipped Classroom di Sekolah 
Islam 

 
B. Persoalan di lapangan: 

1. Kurang/Lemahnya Kompetensi Politik 
▪ Apatisme politik generasi muda (Prihatini, 2018) 
▪ Budaya money politics (Muhtadi, 2019) 
▪ Indonesia masuk kategori negara dengan kualitas demokrasi dan pembangunan manusia yang rendah 

Indonesia (Quaranta, 2019) 
2. Adanya kecuriagaan/penolakan terhadap demokrasi dari kalangan muslim 

▪ Berkembangnya isu radikalisme dan kekerasan ideologis dari lingkungan pendidikan Islam (Afrianty, 
2012) 

▪ Beberapa kelompok Islam menolak paham demokrasi dan hukum negara (Tan, 2011; Munabari, 2017) 
▪ Nasionalisme dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam (Hefner, 2009) 

3. Lemah/tidak optimalnya pendidikan demokrasi melalui PPKn  
▪ PPKn lebih difungsikan sebagai sub-ordinate/kepanjangan tangan dari kepentingan penguasa untuk 

melanggengkan kekuasaan (Ubaedillah, 2018) 
▪ Kecenderungan untuk diajarkan melalui indoktrinasi (Winataputra, 2015) 
▪ Terlalu dominan pada aspek kognitif (Fearley-Sanders and Yulaelawati, 2008; Kennedy, 2008) 
▪ Memberikan ruang yang terbatas bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, 

inklusif/terbuka, dan demokratis (Leim and McInerney, 2011; Setyani & MacKinnon, 2015) 

 
C. Alasan pengambilan topik (Pro/Kontra)  

Penulis yakin bahwa pendidikan demokrasi di sekolah Islam adalah agenda/program penting/sangat dibutuhkan 
untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, meningkatkan partisipasi pemilih pemula, dan mengantisipasi sikap 
apatisme politik atas dasar beberapa alasan berikut:  

Pro (Pro) Kontra (Cons) 

▪ Pendidikan demokrasi sudah 
diberikan melalui PPKn  

▪ Etika demokrasi bukan sekedar pengetahuan, tetapi kebutuhan 
untuk membudayakan kewarganegaraan yang demokratis (Banks, 
2008; Trafford, 2008) 

▪ PPKn harus diperkuat dengan membangun masyarakat yang 
demokratis (Dean, 2008; Boyd, 2011) 

 
➔ Sehingga pendidikan demokrasi bukan tanggung jawab PPKn 

semata dan tidak akan optimal jika diserahkan ke PPKn saja 

▪ Dengan ekslusifitas pada beberapa 
kelompok Islam, mengajarkan 
demokrasi pada mereka mungkin 
akan sangat sulit dilakukan  

▪ Indonesia dikenal sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim 
sekaligus salah satu negara demokrasi terbesar di dunia  

▪ Islam dan demokrasi secara umum dapat disandingkan dan 
memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana sesorang 
memiliki tanggung jawab kepada negara (Azra & Thaha, 2012) 

▪ Banyak lembaga pendidikan Islam yang sudah menerapkan nilai-
nilai demokrasi  

▪ “Be a democratic citizen” atau menjadi warga negara demokratis 
adalah salah satu tujuan pendidikan nasional 

 
➔ Alasan-alasan di atas membuktikan bahwa Islam dan demokrasi 

bisa berjalan bersama-sama (kompatibel)   
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▪ Nilai-nilai demokrasi mungkin lebih 
cocok diajarkan kepada kelompok 
lain yang lebih inklusif/terbuka  

▪ Banyak pakar percaya bahwa agama dapat menjadi nilai utama 
untuk menjadi pondasi pendidikan (Jackson, 2003; Bajunid, 2008; 
Arthur, 2008) 

 
➔ Ada kemungkinan agama dan nilai demokrasi dapat diterima 

oleh semua kelompok, termasuk dalam pendidikan/sekolah 
berbasis Islam 

 
D. Signifikansi/Urgensi Riset dilakukan  

▪ Untuk memberi perspektif baru tentang pendidikan demokrasi di negara berkembang  
▪ Untuk menambah kajian tentang integrasi Islam dan pendidikan kewarganegaraan pada tataran 

implementasi  
▪ Untuk memperkaya diskusi tentang praktik penggunaan model pembelajaran di lapangan  
▪ Untuk menjadi panduan kepada calon guru PPKn yang ingin melanjutkan karir sebagai guru di sekolah 

berbasis Islam 
▪ Sebagai contoh nyata bagi institusi pendidikan Islam tradisional (Seperti Pondok Pesantren, Madrasah, Surau, 

dst) dalam mengadopsi model dan materi pendidikan demokrasi/PPKn 
▪ Sebagai strategi dalam mengimplementasikan kurikulum nasional untuk memperkuat pendidikan karakter 

melalui PPKn 

 
E. Rumusan Masalah 

▪ Bagaimana sintaks dan model pembelajaran Open Classrrom Climate dan Flipped Classroom yang sesuai bagi 
pendidikan demokrasi di sekolah berbasis Islam? 

▪ Bagaimana efektivitas Open Classrrom Climate dan Flipped Classroom yang sesuai bagi pendidikan demokrasi 
di sekolah berbasis Islam? 

 
F. Tujuan Penelitian 

▪ Untuk mengetahui bentuk dan sintaks model pembelajaran Open Classrrom Climate dan Flipped Classroom 
yang sesuai bagi pendidikan demokrasi di sekolah berbasis Islam  

▪ Untuk menganalisis efektivitas penggunaan model pembelajaran (Open Classrrom Climate dan Flipped 
Classroom) dalam mengembangkan etika demokrasi  

 
G. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Riset ini dilakukan pada isu yang spesifik yaitu kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi melalui penerapan suatu 
model pembelajaran. Riset ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya: 

▪ Wilayah dibatasi di Jawa Tengah, Indonesia. Sampel penelitian adalah siswa-siswa SMA Islam 
▪ Pertanyaan-pertanyaan penelitian terbatas untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat  
▪ Temuan-temuan data hanya fokus pada pengembangan dan evaluasi model pembelajaran Open Classroom 

Climate dan Flipped Classroom   

H. Rencana Kajian Pustaka 

1. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia  
2. Etika Demokrasi (Democratic Attitudes) 
3. PPKn sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi di Indonesia 
4. Model Pembelajaran 

▪ Flipped Classroom 
▪ Open Classroom Model 

5. Kajian tentang riset-riset model pembelajaran demokrasi (Indonesia dan luar negeri) 

 
I. Metode Penelitian 

Pendekatan: Mixed-Method 
Metode: R&D 
Teknik Sampling: 
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▪ Purposive sampling (Qualitative) 
▪ Slovin Technique (Quantitative) 

Teknik pengumpulan data: 
▪ Semi-Structure Interview 
▪ Focus Group Discussion 
▪ Observasi 
▪ Keusioner 
▪ Dokumentasi 

Instrumen yang digunakan: 
▪ Pedoman Wawancara 
▪ Instrumen Etika Demokrasi (Democratic Attitude Scale/DAC) dari Erbil and Kocabas   

Lokasi: 
▪ Sekolah-sekolah Muhammadiyah di Surakarta 

Analyze Data: Analisis korelasi dan naratif menggunakan 
▪ Software SPSS V.25 (Quantitative) 
▪ Software Atlat.Ti/N.Vivo (Qualitative) 
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